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Abstract

The research was conducted at the District Office of Watang Sidenreng. The purpose of this research was to determine the effect of coordination on the part of village government to the success of rural development at Watang Sidenreng District in Sidenreng Rappang Regency, and the factors that influenced it. Data collection methods used were observation, literature study, and questionnaires. The population were 41 people, and all of them were accounted as sample.

The results of the coordination effect was well at 87,80%. The coordination done by the village administration was also good at 90,24%. Vertical coordination which coordinated employees and the head of the village was good at 82,93%. Functional coordination performed by employees with village officials was good at 73,17%. Vertical coordination and functional coordination within the research was good at 78,05%. The elements contained in coordination efforts, in terms of resources’ utilization or the potential of the officials was good at 80,49%. The integrity and harmony in the execution of officials’ duties was good at 90,24%. Implementation of the government in terms of government affairs, political order, coordination, supervision and other government affairs was good at 92,88%. The education level of district office personnel and village office personnel was adequate at 87,80%. The effect of education level in coordinating the successful development of rural villages was good at 92,68%. The development done in Watang Sidenreng District was good at 60,98%. The participation of the community in executing village development was good at 80,49%.

Factors affecting, namely a) contributory factor; the government’s attention and assistance through the PNPM program was strongly supportive at 60,98%, and b) inhibiting factor; the lack of human resources was strongly inhibit at 56,10%.
A. PENDAHULUAN
Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu ketertiban dalam masyarakat, agar masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintahan modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan diadakan tidaklah untuk melayani dirinya sendiri tetapi melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Dengan demikian, keberadaan pemerintahan Indonesia yang dalam penyelenggaraannya mempunyai susunan organisasi yang cukup kompleks yang dibentuk sesuai dengan fungsinya, satu sama lain saling berkaitan dan tak jarang menimbulkan terjadinya benturan, namun demikian hampir semua upaya yang mereka lakukan adalah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.

Untuk menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawab, Pemerintah Kecamatan dalam hal ini bagiam pemerintahan desa dalam kegiatan sehari-hari akan selalu berhubungan dengan kepala desa yang ada di wilayah Kecamatan Wattang Sidenreng, olehnya itu bagian pemerintahan desa yaitu Kepala Seksi Pemerintahan harus menjalin komunikasi yang baik dan menciptakan koordinasi yang baik, sehingga pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan berkesinambungan.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sebagai bagian pemerintahan desa yang menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Watang Sidenreng, maka adanya koordinasi sangat diperlukan untuk menjalankan pemerintahan desa demi kelancaran dan keberhasilan pembangunan desa, yang diharapkan dapat berjalan baik, efektif dan efisien. 
Sesuai dengan observasi di lapangan, penulis menemukan permasalahan, yaitu peranan koordinasi dalam pembangunan desa di Kecamatan Watang Sidenreng belum berjalan dengan baik, yang ditunjukkan dengan belum terjadinya koordinasi yang baik antara aparatur pemerintahan di desa dengan bagian pemerintahan di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng, sehingga pembangunan desa, misalnya pembangunan infrastruktur desa belum merata pembangunannya. 
B. Definisi dan Hakikat Koordinasi

Soeharyo dan Effendy (2006:62) mengemukakan bahwa koordinasi dapat dibedakan:

1. Koordinasi Hierarkis (vertikal)

Koordinasi vertikal adalah yang dilakukan oleh seorang pejabat pimpinan dalam suatu instansi pemerintah terhadap pejabat (pegawai) atau instansi bawahannya. Misalnya Kepala Biro Terhadap terhadap kepala bagian dalam lingkungannya, Direktur Jenderal terhadap kepala direktorat, Camat terhadap Kepala Seksi yang ada dikantornya dan sebagainya.

2. Koordinasi Fungsional 

Koordinasi fungsional adalah koordinasi yang dilakukan oleh seorang pejabat atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang tugasnya saling berkaitan berdasarkan asas fungsionalisasi.
Koordinasi hanya dapat dicapai atau terjalin bila terjadi hubungan kerja yang harmonis. Karena hubungan kerja itu sendiri merupakan bentuk komunikasi administrasi yang mendukung tercapainya koordinasi yang berdaya guna dan berhasil guna oleh penyelenggara pemerintahan atau suatu organisasi. Khususnya di Kecamatan Watang Sidenreng, maka sangatlah penting menjaga dan menjalin erat hubungan yang harmonis dengan instansi-instansi terkait yang melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam segala aspek penyelenggaraan pemerintahan secara umum.

Fungsi koordinasi ini demikian pentingnya, apalagi bila administrasi harus berjalan sebagai suatu sistem, sebagai suatu kesatuan yang bulat dari bagian-bagian (sub sistem) yang saling berhubungan, saling menunjang dan saling bergantung agar dapat berjalan mencapai tujuannya.

Dengan demikian unsur-unsur yang terkandung dalam usaha koordinasi itu adalah:

1. Unit-unit atau organisasi-organisasi adalah kelompok-kelompok kerja di dalam suatu organisasi yang tentunya memiliki fungsi yang berbeda.

2. Sumber-sumber atau potensi yang ada pada unit-unit atau organisasi atau pada organisasi adalah tenaga kerja, keterampilan dan pengetahuan personilnya, teknologi, anggaran, serta fasilitas kerja lainnya.

3. Gerak kegiatan adalah segala daya upaya, segala sesuatu tindakan yang dikerjakan oleh pejabat-pejabat maupun kelompok kerja dalam melakukan tugasnya.

4. Keterpaduan artinya terdapat peraturan atau hubungan di antara sesamanya sehingga mewujudkan suatu integrasi atas suatu kesatuan yang kompak.

5. Keserasian berarti adanya urutan-urutan pengerjaan sesuatu yang tersusun secara logis, sistematis, atau dilakukan dalam waktu yang bersamaan akan tetapi tidak menimbulkan duplikasi (pengulangan), penjumlahan, maupun pertentangan.

6. Arah yang sama, dalam hal ini sebagai pedoman adalah sasaran yang sudah ditetapkan. Segala potensi itu diarahkan kesasaran yang satu itu juga, sehingga tidak terjadi penyimpangan. Di sinilah sebenarnya fungsi administrasi itu beroperasi mulai dari penetapan sasaran sampai dengan penilaian dan pengawasan.

Setelah memahami tentang konsep koordinasi, di bawah ini dikemukakan hakikat koordinasi yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi adalah akibat logis daripada adanya prinsip pembagian habis tugas, di mana setiap satuan kerja hanyalah melaksanakan sebagian tugas pokok organisasi secara keseluruhan.

2. Koordinasi timbul karena adanya prinsip fungsionalisasi.

3. Koordinasi juga akibat adanya rentang atau jenjang pengendalian.

4. Koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi yang besar dan kompleks.

5. Koordinasi juga penting dalam suatu organisasi besar yang dibentuk dengan jalur staf dan lini.

6. Koordinasi hanya dapat berhasil dengan bantuan sarana komunikasi yang baik.
7. Pada hakikatnya koordinasi adalah perwujudan daripada kerjasama, saling membantu menghargai dan menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing.
C. Konsep Tentang Pemerintahan Desa
Secara etimologi kata pemerintahan berarti “kegiatan pemerintahan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan negara”. 

Menurut Pamudji (2005:17), bahwa pemerintah sebagai aparat atau badan yang mengeluarkan atau memberi perintah. Sedangkan menurut Bayu (2000:12), mengemukakan bahwa pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan. Pemerintah badan eksekutif dan pelaksana tugasnya mendapat pengawasan dari badan legislatif.

Aparatur yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan hakekatnya adalah pegawai negeri, pejabat negara dan abdi masyarakat. Sebagai abdi masyarakat berarti pelaksana umum tugas tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan segenap lapisan masyarakat, sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif.
Tujuan organisasi pemerintah desa walaupun dalam ruang lingkup yang kecil, tetapi pada arah dan sasaran yang sama dengan pemerintahan atasan, dapat dikatakan bertujuan terselenggaranya pemerintahan yang mewujudkan perlindungan bagi masyarakat dan teritorial desa, mencerdaskan kehidupan dan memajukan kesejahteraan umum masyarakat desa serta keadilan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Salah satu wujud pelaksanaan tersebut adalah memperkuat kapasitas pemerintah desa terlibat dahulu sebelum melaksanakan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengaturan organisasi pemerintahan desa pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 200 ayat (1) menentukan:

(1) Dalam pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

(2) Pasal 202 ayat (1) dan (2): (1) Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa;
(3) Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pasal 202 ayat (2) adalah yang dimaksud dengan “perangkat desa lainnya” dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayahan sepeti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain”.

Dari ketentuan perundang-undangan di atas, dapat diformulasikan sebagai berikut :

1. Pemerintah desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
2. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa.
3. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan sebagai pelaksana teknis lapangan, kepala dusun atau dengan sebutan lain unsur kewilayahan.

Adapun jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Khusus Sekretaris Desa merupakan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.
D. Konsep Tentang Pembangunan Desa
Sejalan dengan pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, di mana sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 hingga sekarang, sistem penyelenggaraan pembangunan desa mengalami perubahan dan perkembangan yang diprioritaskan pada program-program pemerintah.

Menurut Siagian (2003:81), mengemukakan bahwa pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang ingin dicapai.

Menurut Kartasasmita (2004:67), mengemukakan bahwa keterlibatan dalam memikul beban tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dalam memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas berjalannya pembangunan dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran serta masyarakat merupakan faktor penunjuang dalam keberhasilan pembangunan desa, dapat berupa sumbangan tenaga, barang, dan uang misalnya kesediaan gotong royong dalam proyek pembangunan desa, kesediaan membayar iuran sebagai dana swadaya, maupun kesediaan masyarakat dalam menyumbang material seperti pasir, batu bata, semen dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan secara menyeluruh, justru itu pembangunan desa harus dibina terus menerus secara terarah dan berencana dan pelaksanaan pembangunan desa harus ditangani secara intensif, sehingga membawa dampak positif dalam tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

1. Dasar Hukum Pembangunan Desa

a. Pancasila

Pancasila sebagai falsafah negara Republik Indonesia, menjadi landasan ideal setiap usaha pembangunan yang dilaksanakan. Jadi pembangunan desa merupakan bagian dari pada pembangunan nasional landasan idealnya adalah Pancasila.

b. Undang-Undang Dasar 1945

Berdasarkan pokok pikiran yang menyatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, maka Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional daripada pembangunan desa karena setiap kebijaksanaan atau setiap kegiatan dari pemerintah dan rakyat harus senantiasa berdasarkan atas kedua dasar hukum tersebut di atas.

c. Tap MPR No. II/MPR/1991 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang antara lain sebagai berikut :

Dalam rangka makin meratakan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia, maka dilanjutkan dan ditingkatkan pembangunan daerah dan pedesaan yang lebih diarahkan pada perluasan kesempatan kerja pemukiman desa dan perkotaan yang sehat serta peningkatan kemampuan penduduk untuk memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam dan menanggulangi masalah-masalah yang mendesak.

2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa

Menurut The Liang Gie (2004:7), mengemukakan bahwa tujuan pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia merdeka, berdaulat tertib dan damai.

Dengan demikian setiap usaha pembangunan di Indonesia termasuk usaha pembangunan desa harus dititik tolak pada tujuan pembangunan nasional di atas, masalahnya terletak pada kemampuan kita melaksanakan pada wujud praktis, sehingga ruang lingkup yang ingin dicapai pada pembangunan desa adalah sebagai berikut :

a. Bagaimana desa sebagai bahagian dari masyarakat Indonesia mencapai tingkat kehidupan adil dan makmur.

b. Keadilan dan kemakmuran desa meliputi bidang materil dan spritual.

c. Perlu disadari bahwa mayoritas penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan, sehingga desa sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia perlu mendapat prioritas dalam pembangunan.

d. Pandangan hidup masyarakat desa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan pembangunan desa pada prinsipnya didasarkan atas swadaya dan partisipasi bagi masyarakat yang pada hakekatnya bersumber dari inisiatif, kemauan serta aktifitas dari rakyat itu sendiri. Untuk keberhasilan pembangunan desa yang merupakan cita-cita masyarakat desa pada khususnya dan rakyat, maka peranan dan kedudukan desa serta masyarakat dapat menentukan karena :

a. Desa Sebagai Subyek

Konsep pembangunan desa mengemukakan bahwa pemerintah hanyalah unsur pembantu yang memberi bimbingan dan penyuluhan, di mana pembangunan itu dilaksanakan atas swadaya masyarakat desa itu sendiri, dengan kata lain desa yang harus mengambil inisiatif dan berperan secara aktif dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Desa harus mencanangkan proyek, harus mengambil sumber-sumber pendapat dari potensi yang dimilikinya sendiri dan harus senantiasa melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

b. Desa Sebagai Sumber Kekayaan Negara

Desa sebagai sumber kekayaan negara karena tenaga kerja, produksi dan kekayaan alam lainnya di desa, sehingga desa merupakan sumber potensial yang sangat penting dan menentukan dalam setiap pembangunan, karena pendapatan negara sebahagian besar berasal dari desa dan merupakan sumber kehidupan gotong royong. 

c. Daerah Pedesaan dalam rangka Pembangunan Desa

Pembangunan suatu daerah terjalin karena pada perkembangan daerah pertokoan dan daerah pedesaan. Kedua daerah tersebut memiliki sifat saling ketergantungan satu sama lain, daerah pedesaan merupakan daerah sumber produksi bahan pangan, bahan baku dan sebagai sumber tenaga kerja bagi daerah perkotaan. Sedangkan daerah perkotaan memberikan fasilitas-fasilitas bagi daerah pedesaan, seperti fasilitas penampungan dan distribusi bagi barang-barang untuk daerah pedesaan.

d. Desa dalam Tata Pemerintahan

Sebagai unit pemerintahan yang ada di daerah merupakan kesatuan dasar pemerintahan negara, di atur dan ditetapkan sebagai pengatur tertib pemerintahan setempat dengan susunan organisasinya, pemerintahannya, hak dan kewajiban serta memperhatikan unsur-unsur dan adat kebiasaan setempat dalam rangka keseluruhan tertib pemerintahan dalam negara kesatuan Republik Indonesia
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Desa
Adanya koordinasi yang baik antara bagian pemerintahan di kecamatan dengan bagian pemerintah desa dan dengan masyarakat, maka diharapkan dapat meningkatkan pembangunan utamanya pembangunan infrastruktur desa di wilayah Kecamatan Wattang Sidenreng. Olehnya itu, pemerintah desa dalam melaksanakan dan merealisasikan pembangunan infrastruktur desa tersebut, diperlukan adanya dukungan dan peran serta dari masyarakat.
Menurut Bertha I Nyoman (2004:94), mengemukakan bahwa wujud dari peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat berupa peran serta dalam bentuk tenaga, barang atau material ada juga yang menyumbangkan sejumlah uang.

Sedangkan Ibnu Syamsi (2003:238), mengidentifikasikan ukuran-ukuran peran serta masyarakat dalam pelaksanaan sebagai berikut :

1. Wujud sumbangan yang diberikan masyarakat terhadap setiap pembangunan yang direncanakan.

2. Aktifitas lain dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; gotong royong, kerja bakti.

3. Usaha-usaha masyarakat terhadap pengembangan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan peranan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa adalah keterlibatan masyarakat memikul tanggung jawab dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan desa. Keterlibatan itu dapat berupa sumbangan tenaga, barang dan uang, misalnya kesediaan gotong royong dalam pembangunan desa, kesediaan masyarakat membayar iuran sebagai dana swadaya, maupun kesediaan masyarakat dalam mengembangkan material seperti: pasir, batu bata, semen dan lain-lain.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa, sangat tergantung kepada sumber daya manusia, dan bantuan-bantuan dari pemerintah atau pihak lain. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam Peningkatan Pembangunan di Desa adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dapat ditinjau dari berbagai aspek, misalnya dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Dalam pelaksanaan peningkatan pembangunan di desa, di antaranya diharapkan :

a. Adanya perhatian yang serius dari pemerintah daerah untuk memberikan bantuan di desa, antara lain perbaikan jalan, utamanya jalan poros desa, sehingga antara dusun yang satu dengan dusun yang lain dapat terhubung dengan baik, dan juga antara desa yang satu dengan desa yang lainnya sudah sangat lancar dilalui oleh kendaraan roda dua dan roda empat.

b. Adanya bantuan dari pemerintah melalui pengurus PNPM-MP, sehingga dapat mempercepat lajunya pembangunan desa.
c. Prasarana dan sarana sosial budaya seperti masjid dan lembaga pendidikan di Desa tersebut cukup memadai kuantitasnya, sehingga potensi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan etika, moral, mental, dan keterampilan masyarakat

d. Pengurus PKK cukup giat melaksanakan program kerjanya, misalnya dalam bidang pengajian, pendataan akseptor Keluarga Berencana, pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui Posyandu, pemberian keterampilan kepada kalangan ibu-ibu dan remaja putri.
2. Faktor Penghambat

a. Kualitas sumber daya aparatur kantor desa relatif masih rendah. Untuk mengatasi masalah ini, upaya-upaya yang dilakukan  adalah :

1) Memanfaatkan potensi yang ada diiringi dengan bimbingan dan petunjuk setiap diperlukan. Dalam hal ini dibina koordinasi dan komunikasi internal sehingga masalah yang ditemukan dapat segera di atasi bersama.dan diselesaikan dengan baik.

2) Tetap mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan aparatur Kantor Desa dalam Diklat Struktural.

b. Kesadaran masyarakat untuk membayar PBB masih rendah. Untuk mengatasi masalah ini Kepala Desa melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya PBB bagi kelangsungan pembangunan yang hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat pula, dan mengintensifkan penagihan PBB oleh para kolektor pajak yang telah ditunjuk oleh Kepala Desa, serta memberikan tugas kepada setiap aparatur kelurahan untuk menagih setiap hari secara bergantian,atau bergulir.

c. Data kependudukan dan potensi desa belum akurat dan faktual. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah desa menempuh upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut :

1) Menertibkan dan menyempurnakan administrasi kependudukan dan potensi desa yang diselenggarakan di kantor.
2) Menjalin kerjasama dengan aparatur Badan Pusat Statistik (BPS) ditugaskan di desa untuk pembuatan data potensi desa secara komputerisasi.
F. METODE PENELITIAN
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2009:90). 
Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai yang bekerja di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang berjumlah 41 orang.

Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih atau diambil dari suatu populasi. Besarnya sampel ditentukan oleh banyaknya data atau observasi dalam sampel itu. Besarnya sampel yang diperlukan bervariasi menurut tujuan pengambilannya dan tingkat kehomogenan populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu sampel total atau penelitian sensus yakni keseluruhan dari populasi, karena populasinya tidak terlalu besar, maka peneliti mengambil dan menentukan sampel yaitu keseluruhan dari populasi yang berjumlah 41 orang (sampel total).
Penentuan sampel tersebut berdasarkan pendapat Arikunto (2001:115), mengemukakan bahwa apabila seorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :

1. 
Studi Lapangan (Field Research), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan kunjungan langsung di instansi yang dijadikan obyek penelitian, dengan cara :

a.
Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung data yang ada di instansi yang menjadi obyek penelitian.

b.
Kuesioner, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka akan memberikan respon terhadap pertanyaan tersebut.

2.
Studi Literatur (Library Research), yakni pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari teori-teori yang terdapat dalam literatur-literatur dan catatan tulisan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang menjadi bahan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data di atas, maka untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan pada saat penelitian, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif, diharapkan agar dapat menggambarkan seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian

Selanjutnya analisis data ini akan dilakukan secara induktif, yakni penganalisaan dengan cara menarik kesimpulan atas data yang berhasil dikumpulkan dari yang berbentuk khusus kebentuk umum, atau penalaran untuk mencapai suatu kesimpulan mengenai semua unusur-unsur penelitian yang tidak diperiksa atau diteliti, dan data yang telah terkumpul kemudian diolah dalam bentuk tabel frekuensi dan tabel persentase.
G. Koordinasi Pada Bagian Pemerintahan Desa
1. Koordinasi Bagian Pemerintahan Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa
Setelah penulis melakukan penelitian dengan melalui proses pengumpulan data dengan membagikan kuesioner kepada responden, maka didapat hasil penelitian bahwa di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng, ada koordinasi yang dilakukan oleh bagian pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa di kecamatan tersebut.
Hasil penelitian tersebut sesuai dengan jawaban responden, di mana semuanya memberikan jawaban bahwa ada koordinasi yang dilakukan oleh bagian pemerintahan desa di Kecamatan Watang Sidenreng.
Korodinasi yang ada dan yang dilakukan oleh bagian bagian pemerintahan desa di Kecamatan Watang Sidenreng, dinilai baik oleh responden. Hal ini terbukti melalui hasil penelitian melalui jawaban responden melalui kuesioner, di mana paling banyak responden yaitu 37 orang (90,24%) yang memberikan penilian baik, menyusul ada 2 orang (4,88%) responden yang memberikan penilaian sangat baik, dan hanya 2 orang (4,88%) responden memberikan jawaban kurang baik, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban tidak baik. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh bagian pemerintahan Desa di Kecamatan Watang Sidenreng adalah baik.
2. Pengaruh Koordinasi Bagian Pemerintahan Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa

Hasil penelitian tentang pengaruh koordinasi yang dilakukan oleh bagian pemerintahan Desa di Kecamatan Watang Sidenreng yaitu baik. Hal demikian terbukti setelah penulis mengumpulkan datanya dari jawaban responden melalui angket/kuesioner yang telah dibagikan.
Untuk mengetahui lebih jelas tentang hasil penelitian tersebut, berikut olahan datanya yang menunjukkan bahwa paling banyak responden yaitu 36 orang atau 87,80% responden yang memberikan penilaian baik, menyusul ada 3 orang (7,32%) responden yang memberikan penilaian sangat baik, dan hanya ada 2 orang responden atau hanya 4,88% responden yang memberikan penilaian kurang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh koordinasi yang dilakukan oleh bagian pemerintahan desa di Kecamatan Watang Sidenreng adalah sudah baik.

3. Koordinasi Vertikal (Koordinasi antara Pimpinan/Camat Terhadap Pegawai Bawahannya dan Dengan Para Kepala Desa
Hasil penelitian tentang koordinasi vertikal atau koordinasi antara Camat terhadap pegawainya dan juga terhadap kepala desa di wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, yaitu diperoleh jawaban responden bahwa paling banyak responden memberi jawaban baik. Dan hanya sebahagian kecil responden yang memberi jawaban kurang baik. 
Untuk mengetahui lebih jelas jawaban responden tersebut, berikut olahan datanya yang menunjukkan bahwa dari 41 responden, paling banyak yaitu sejumlah 34 orang (82,93%) yang memberikan penilaian baik, menyusul ada sejumlah 2 orang (4,88%) responden yang memberikan penilaian sangat baik. Dan hanya sebahagian kecil responden yang memberikan penilaian kurang baik, yaitu hanya 5 orang (12,20%), serta tidak ada responden yang memberikan penilaian tidak baik. Jadi penulis berkesimpulan bahwa koordinasi vertikal atau koordinasi antara camat terhadap pegawainya dan terhadap kepala desa di Wilayah Kecamatan Watang Sidenreng adalah sudah baik.
4. Koordinasi Fungsional Yang Dilakukan Oleh Pegawai dengan Aparatur Desa 
Selain koordinasi vertikal yang sudah terjalin baik seperti yang telah diuraikan pada tabel 4.12 di atas, koordinasi fungsional pun juga dinilai sudah baik oleh responden. Hal tersebut sesuai dengan jawaban responden melalui angket / kuesioner, di mana dapat diketahui bahwa paling banyak responden yaitu ada 30 orang (73,17%) yang memberikan penilaian baik, menyusul 10 orang atau 24,39% responden memberikan penilaian sangat baik, dan hanya ada 1 orang atau hanya 2,44% respoden yang memberikan jawaban kurang baik. Dan tidak ada responden yang memberikan penilaian tidak baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi fungsional yang dilakukan oleh pegawai dengan aparatur desa di Kantor Camat Watang Sidenreng adalah sudah baik.
5. Penerapan Koordinasi Vertikal dan Koordinasi Fungsional
Penerapan koordinasi vertikal dan koordinasi fungsional di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng, sesuai dengan hasil penelitian melalui penilaian responden bahwa hal itu sudah baik. Untuk mengetahui lebih jelas tentang hasil penelitian tentang  penerapan koordinasi vertikal dan koordinasi fungsional di Kantor Kecamatan tersebut, berikut olahan data kuesioner yang menunjukkan bahwa terdapat 32 orang atau ada 78,05% responden yang memberikan penilaian baik, menyusul ada 2 orang atau 4,88% responden yang memberikan penilaian sangat baik. Dan hanya 7 orang atau hanya 17,07% responden yang memberikan penilaian kurang baik. Sedangkan tidak ada responden yang memberikan penilaian tidak baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi vertikal dan koordinasi fungsional di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng adalah sudah baik.
6. Unsur-Unsur dalam Usaha Koordinasi, Pemanfaatan Sumber Daya
Adanya pemanfaatan sumber daya atau pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh pegawai di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng, dapat menunjang perbaikan hasil kerja yang lebih baik dan pekerjaan pun juga dapat terselesaikan dengan baik. Hal itu demikian sudah diterapkan di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng, dengan adanya penilaian dari responden yang menilai baik akan hal itu.
Untuk mengetahui jawaban responden tentang unsur-unsur yang terkandung dalam usaha koordinasi, dilihat dari segi pemanfaatan sumber-sumber daya atau potensi yang dimiliki aparatur di kantor Kecamatan Watang Sidenreng, berikut olahan datanya yang menunjukkan bahwa paling banyak responden yaitu ada 33 orang (80,49%) yang memberikan penilaian baik, menyusul ada 4 orang (9,76%) responden yang memberikan penilaian sangat baik. Dan hanya 4 orang (9,76%) responden yang memberikan penilaian kurang baik. Dan tidak ada responden yang memberikan penilaian tidak baik. Jadi penulis dapat berkesimpulan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam usaha koordinasi, dilihat dari segi pemanfaatan sumber-sumber daya atau potensi yang dimiliki aparatur di kantor Kecamatan Watang Sidenreng adalah sudah baik.

7. Keterpaduan dan Keserasian dalam Pengerjaan Tugas-Tugas
Sesuai dengan hasil penelitian, bahwa dari segi keterpaduan dan keserasian dalam pengerjaan tugas-tugas pegawai kantor Kecamatan Watang Sidenreng, bahwa hal itu dinilai baik oleh responden. Untuk mengetahui lebih jelas tentang jawaban responden tersebut, berikut olahan datanya yang menunjukkan bahwa 37 orang (90,24%) responden yang memberikan penilaian baik, menyusul ada 1 orang atau 2,44% responden yang memberikan penilaian sangat baik, dan hanya ada 3 orang atau hanya 7,32% responden yang memberikan penilaian kurang baik, dan tidak ada responden yang memberikan penilaian tidak baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterpaduan dan keserasian dalam pengerjaan tugas-tugas pegawai kantor Kecamatan Watang Sidenreng adalah sudah baik.

8. Pelaksanaan Pemerintahan Desa, Dilihat dari Segi Urusan Pemerintahan, Ketertiban Politik, Koordinasi, Pengawasan dan Urusan Pemerintahan Lainnya
Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pemerintahan dilihat dari segi urusan pemerintahan, ketertiban politik, koordinasi, pengawasan dan urusan-urusan pemerintahan lainnya, adalah sudah baik. Hal demikian sesuai dengan jawaban responden pada saat penelitian. Adapun olahan datanya menunjukkan bahwa paling banyak responden yaitu 38 orang (92,68%) yang memberikan penilaian baik. Dan yang memberikan penilaian sangat baik ada 2 orang (4,88%). Sedangkan responden yang memberikan penilaian kurang baik hanya 1 orang atau hanya 2,44%. Sedangkan tidak ada responden yang memberikan penilaian tidak baik. Jadi penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan pemerintahan dilihat dari segi urusan pemerintahan, ketertiban politik, koordinasi, pengawasan dan urusan-urusan pemerintahan lainnya di Kantor Camat Watang Sidenreng adalah sudah baik.

9. Tingkat Pendidikan Aparatur 
Sesuai dengan hasil penelitian bahwa tingkat pendidikan aparatur Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dan kator desa di wilayah kecamatan tersebut adalah sudah memadai, yaitu sudah banyak yang berpendidikan sampai pada tingkatan Sarjana. Untuk mengetahui olahan data kuesionernya tentang hal tersebut, berikut dapat dilihat bahwa paling banyak responden yaitu 36 orang (87,80%) responden yang memberikan penilaian memadai, menyusul ada 3 orang (7,32%) responden yang memberikan penilaian sangat memadai, dan hanya sebahagian kecil yaitu hanya 2 orang (4,88%) responden yang memberikan penilaian kurang memadai. Sedangkan tidak ada responden yang memberikan penilaian tidak memadai. Berdasarkan jawaban responden tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pendidikan Aparatur Kantor Camat dan Aparatur Kantor Desa di Kecamatan Watang Sidenreng sudah memadai.

Selanjutnya, tingkat pendidikan aparatur yang bekerja di Kantor Camat Watang Sidenreng dan di Kantor desa di wilayah Kecamatan Watang Sidenreng yang sudah memadai, memberikan pengaruh positif atau penaruh baik terhadap pelaksanaan koordinasi dan keberhasilan keberhasilan pembangunan desa. Karena makin memadainya tingkat pendidikan aparatur, maka semakin baik pula tingkat keberhasilannya dalam melaksanakan tugas-tugas pokok, utamanya dalam melaksanakan pembangunan. Tidak sama halnya dengan tingkat pendidikan aparatur yang kurang memadai biasanya kurang mampu melaksanakan tugas-tugas ataupun pekerjaan dengan baik.

Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan aparatur yang sudah memadai tersebut, berikut olahan data kuesionernya yang menunjukkan bahwa paling banyak responden yaitu 38 orang (92,68%) responden yang memberikan penilaian baik, menyusul ada 2 orang (4,88%) responden yang memberikan penilaian sangat baik, dan hanya sebahagian kecil saja yaitu hanya 1 orang (2,44%) responden yang memberikan penilaian kurang baik. Sedangkan responden yang memberikan penilaian tidak baik adalah tidak ada. Dengan demikian, penulis meyimpulkan bahwa pengaruh tingkat pendidikan aparatur dalam melaksanakan koordinasi pemerintahan desa dalam keberhasilan pembangunan desa di Kantor Camat Watang Sidenreng adalah baik.

10. Pembangunan di Wilayah Kecamatan Watang Sidenreng

Hasil penelitian tentang pembangunan yang telah dilaksanakan di wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, sesuai dengan hasil penelitian melalui jawaban responden pada angket yang telah dibagikan, maka didapat jawaban responden yang bervariasi, ada yang menjawab sangat baik, ada yang menjawab baik, ada yang menjawab kurang baik, bahkan ada juga responden yang menberikan jawaban tidak baik.
Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang jawaban responden tentang hal tersebut, berikut olahan data kuesionernya yang menunjukkan bahwa jawaban responden bervariasi, yaitu responden yang memberikan jawaban baik yaitu ada 25 orang (60,98%), dan responden yang memberikan jawaban sangat baik yaitu ada 3 orang (7,32%), sedangkan responden yang memberikan jawaban kurang baik ada 12 orang (29,27%), serta responden yang memberikan jawaban tidak baik yaitu ada 1 orang (2,44%). Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Watang Sidenreng Rappang adalah sudah baik.
11. Peran Serta Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan 

Adanya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, sesuai dengan hasil penelitian bahwa hal itu dapat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa di wilayah kecamatan tersebut. Hal ini sesuai dengan jawaban responden pada angket kuesioner yang menunjukkan bahwa dari 41 jumlah responden dalam penelitian ini, paling banyak yaitu ada 22 orang atau 53,66% yang memberikan penilaian sangat berpengaruh. Menyusul 18 orang atau 43,90% responden yang memberikan penilaian berpengaruh. Dan hanya 1 orang saja atau hanya 2,44% responden yang memberikan penilaian kurang berpengaruh. Sedangkan tidak ada responden yang memberikan jawaban tidak berpengaruh. Jadi penulis dapat berkesimpulan bahwa peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa di Wilayah Kecamatan Watang Sidenreng adalah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembanguan desa di wilayah kecamatan tersebut.
12. Peran Serta / Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan 

Apabila dilihat dari segi peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembanguan desa di wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, maka diperoleh hasil penelitian dari jawaban respoden bahwa partisipasinya sudah baik. Hal tersebut sesuai dengan jawaban responden, di mana dapat diketahui bahwa paling banyak responden yaitu 33 orang (80,49%) memberikan penilaian baik. Menyusul ada 2 orang (4,88%) responden yang memberikan penilaian sangat baik. Dan hanya ada 6 orang (14,63%) responden yang memberikan jawaban kurang baik. Sedangkan tidak ada responden yang memberikan jawaban tidak baik. Penulis berkesimpulan bahwa peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa di wilayah Kecamatan Watang Sidenreng adalah sudah baik.
H. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Koordinasi Bagian Pemdes Terhadap Pembangunan Desa
1. Faktor Penunjang
Adanya bantuan dari pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai pada pemerintah kabupaten, dengan memberikan bantuan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan kepada setiap desa dan kelurahan, maka hal itu sangat menunjang pembangunan desa di wilayah Kecamatan Watang Sidenreng. Sesuai dengan hasil penelitian melalui jawaban responden pada angket kuesioner, yaitu paling banyak responden memberikan jawaban sangat menunjang.
Untuk mengetahui lebih jelas tentang hasil penelitian tersebut, berikut olahan datanya yang menunjukkan bahwa paling banyak responden yaitu ada 25 orang atau 60,98% responden menilai sangat menunjang. Menyusul 16 orang atau 39,02% responden yang menilai menunjang. Dan tidak ada responden yang memberikan jawaban kurang menunjang dan tidak menunjang. Jadi penulis berkesimpulan bahwa Adanya Perhatian dan Bantuan Pemerintah melalui Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Watang Sidenreng adalah sangat menunjang dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan tersebut.
2. Faktor Penghambat

Yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan koordinasi pemerintahan desa terhadap pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Watang Sidenreng adalah rendahnya sumber daya manusia yang bekerja di Kantor Kecamatan tersebut, sehingga hal demikian merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan koordinasi pemerintahan desa. Apabila dilihat dari tenaga kerja atau pegawai di kantor tersebut, masih ada beberapa orang pegawa negeri sipil yang masih berpendidikan pada tingkat SLTA, demikian pula pegawai tidak tetap (tenaga honorer, sebagai staf kecamatan) masih berpendidikan pada tingkat SLTA dan belum memiliki pengalaman dan keterampilan, sehingga hal itu dapat mempengaruhi pelaksanaan koordinasi pemerintahan.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang hasil penelitian tersebut, berikut olahan datanya yang menunjukkan bahwa paling banyak responden yaitu 23 orang (56,10%) yang memberikan penilaian sangat menghambat, menyusul ada 15 orang (36,59%) responden yang memberikan penilaian menghambat. Dan hanya ada 1 orang (2,44%) responden yang memberikan penilaian kurang menghambat. Serta hanya ada 2 orang (4,88%) responden yang memberikan penilaian tidak menghambat Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang masih rendah di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng adalah sangat menghambat dalam pelaksanaan koordinasi pemerintahan desa terhadap pembanguna desa di kecamatan tersebut.
I. PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada Bab IV dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pengaruh koordinasi yang dilakukan oleh bagian pemerintahan desa di di Kecamatan Watang Sidenreng adalah 87,80% baik. Koordinasi yang dilakukan oleh bagian pemerintahan desa adalah 90,24% baik. Koordinasi vertikal atau koordinasi antara camat terhadap pegawainya dan terhadap kepala desa adalah 82,93% baik. Koordinasi fungsional yang dilakukan oleh pegawai dengan aparatur desa adalah 73,17% baik. Koordinasi vertikal dan koordinasi fungsional dengan hasil penelitian yaitu 78,05% baik. Unsur-unsur yang terkandung dalam usaha koordinasi, dilihat dari segi pemanfaatan sumber-sumber daya atau potensi yang dimiliki aparatur adalah 80,49% baik. Keterpaduan dan keserasian dalam pengerjaan tugas-tugas pegawai yaitu 90,24% baik. Pelaksanaan pemerintahan dilihat dari segi urusan pemerintahan, ketertiban politik, koordinasi, pengawasan dan urusan-urusan pemerintahan lainnya yaitu 92,88% baik. Tingkat pendidikan aparatur kantor camat dan aparatur kantor desa dengan hasil penelitian yaitu 87,80% memadai. Pengaruh tingkat pendidikan aparatur dalam melaksanakan koordinasi pemerintahan desa dalam keberhasilan pembangunan desa yaitu 92,68% baik. Pembangunan yang telah dilaksanakan di wilayah Kecamatan Watang Sidenreng Rappang adalah 60,98% baik. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa adalah 80,49% baik. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu a) faktor penunjang; adanya perhatian dan bantuan pemerintah melalui program PNPM Mandiri Perdesaan yaitu 60,98% sangat menunjang, b) faktor penghambat, sumber daya manusia yang masih rendah dengan hasil penelitian 56,10% sangat menghambat
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